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Mamuju (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempersiapkan hak interpelasi kepada 

Pemerintah Sulbar atas belum disalurkannya bantuan hibah APBD Sulbar untuk kepentingan masyarakat.  

"Lima fraksi di DPRD Sulbar menyepakati akan melakukan interpelasi kepada Pemerintah Sulbar yang 

sampai saat ini belum menyalurkan alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat," kata 

Sekretaris Komisi II DPRD Sulbar Hatta Kainang, di Mamuju, Kamis.   

 

Ia mengatakan, lima fraksi yang akan melakukan interpelasi, yaitu Fraksi NasFem, Fraksi Demokrat, 

Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Kebangkitan Nasional yang merupakan koalisi PKB dan 

PAN.  Menurut dia, DPRD Sulbar telah minta kepada Pemerintah Provinsi Sulbar mempercepat belanja 
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hibah untuk kepentingan pembangunan di Sulbar, karena sudah sangat dibutuhkan masyarakat.   

"Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar diminta untuk mempercepat proses administrasi belanja hibah tersebut, 

agar masyarakat merasakan pembangunan," katanya. 

 

Namun, kata dia lagi, belanja hibah untuk kepentingan pembangunan Sulbar sebesar Rp103 miliar belum 

disalurkan, karena persoalan administrasi.  Karena itu, ia mengatakan, hal interpelasi akan digunakan agar 

masyarakat dapat secepatnya merasakan anggaran pembangunan di tengah pandemi COVID-19 ini.   

"Belanja hibah tersebut telah dianggarkan melalui APBD Sulbar yang belum disalurkan untuk 

kepentingan publik, di antaranya untuk pembangunan rumah ibadah, untuk kelompok tani dan nelayan 

serta hibah lembaga, jadi harus secepatnya disalurkan," katanya pula.  

 

Ia mengatakan, belanja hibah tersebut segera diproses, karena dapat mengakibatkan keterlambatan 

realisasi APBD 2021 Sulbar. "Belanja hibah ini telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) dan 

Peraturan Gubernur (Pergub) APBD 2021 serta tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD, selain itu telah terdapat penerimanya by name by 

address," katanya.  Dia menyampaikan, belanja hibah APBD 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga harus secepatnya diproses 

untuk mendukung pembangunan di Sulbar.   

 

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar juga telah menyampaikan bahwa belum disalurkannya anggaran hibah 

bansos APBD Sulbar, karena pemerintah berhati-hati jangan sampai melanggar aturan penggunaannya.  

"Pemerintah belum menyalurkan anggaran hibah, karena berhati-hati agar penyalurannya tidak melanggar 

aturan," katanya pula. 

 

Sumber: 

antaranews.com, DPRD Sulbar Siapkan Hak Interpelasi ke Gubernur, 31 Juli 2021. 

https://www.antaranews.com/berita/2296870/dprd-sulbar-siapkan-hak-interpelasi-ke-gubernur 

JPNN.COM Dana Hibah Belum Disalurkan, DPRD Sulbar Berencana Gunakan Hak Interpelasi", 31 Juli 

2021 

https://www.jpnn.com/news/dana-hibah-belum-disalurkan-dprd-sulbar-berencana-gunakan-hak-

interpelasi 
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Catatan:  

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, menyatakan: 

1. Halaman 34 huruf c menyatakan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa 

yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam 

negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

2. Halaman 43 huruf e.1) menyatakan bahwa belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun 

anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3. Halaman 46 huruf e.6) menyatakan bahwa belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:  

a)  peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;  

b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;  

c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:  

(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah 

sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

(3) partai politik dan/atau  

(4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;  

d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.  

e) memenuhi persyaratan penerima hibah.  

4. Halaman 47 huruf e.8) menyatakan bahwa Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan 

material atas penggunaan hibah yang diterimanya. 


